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ABSTRACT 

CHANDRA DINATA (217360057), The author raised the title of the thesis "APPLICATION 

OF THE PRINCIPLES OF TRANSPARENCY MANAGEMENT OF THE INDONESIAN 

DEMOCRATIC PARTY'S FINANCIAL MANAGEMENT FROM THE REVENUE AND 

EXPENDITURE BUDGET OF THE PAREPARE CITY" (supervised by Asram A.T Jadda, 

S.HI., M.Hum and Wahyu Rasyid, S.H., M.H). Legal Studies Program, Faculty of Law, 

Muhammadiyah University, Parepare. In Indonesia, Political Party Financial Management is 

regulated in Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 

concerning Political Parties, that every political party has the right to receive money from three 

sources, namely member fees, donations that are legally valid, as well as financial assistance 

from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and Regional Revenue and 

Expenditure Budget (APBD). In Article 39 paragraph (1) of Law No. 2 of 2011 concerning 

political parties, it is stated that the financial management of political parties is carried out in a 

transparent and accountable manner. The problem studied in this research is that political parties 

are required to make fundamental improvements, namely building transparency in their 

institutions to regain the trust of the public. Political parties are required to develop political 

ethics that stand on the values of transparency, including political parties in Parepare City. For 

this reason, the compiler formulated the problem formulation, namely how to apply the principle 

of transparency for the PDI-P Party which receives funds from the Parepare City APBD and how 

to account for the financial management of the PDI-P Party from the Parepare City APBD. The 

research approach used is the Normative Empirical approach. The normative approach is an 

approach taken that is based on the main legal material by examining theories, concepts, legal 

principles and statutory regulations related to this research. The empirical approach is carried out 

by looking at the reality that exists in field practice. This approach is also known as a 

sociological approach which is carried out directly in the field. The results of this research 

conclude that the principle of financial transparency of the PDI-Perjuangan party in Parepare 

City can be achieved by requiring party administrators to open their financial reports to the wider 

public both in print and electronic media. It also needs to be emphasized regarding sanctions for 

the PDI-P party and all existing parties, if they are late or don't even make their financial reports. 
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ABSTRAK 

CHANDRA DINATA (217360057), Penyusun mengangkat judul skripsi “PENERAPAN 

PRINSIP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI DEMOKRASI 

INDONESIA PERJUANGAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KOTA PAREPARE” (dibimbing oleh Asram A.T Jadda, S.HI.,M.Hum dan Wahyu 

Rasyid, S.H.,M.H). Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Parepare. Di Indonesia Pengelolaan Keuangan Partai Politik diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 

Partai Politik, bahwa setiap partai politik berhak mendapat uang dari tiga sumber, yaitu iuran 

anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja  Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). Di Pasal 39 ayat (1) UU No.2 Tahun 2011 tentang partai politik disebutkan bahwa 

Pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Permasalahan 

yang dikaji dalam penelitian ini adalah partai politik dituntut untuk melakukan pembenahan 

secara fundamental yaitu membangun transparansi institusinya untuk kembali mendapatkan 

kepercayaan dari masyarakat. Partai politik dituntut untuk mengembangkan etika politik yang 

berdiri di atas nilai-nilai transparansi tak terkecuali bagi partai politik yang ada di Kota 

Parepare. Olehnya itu, Penyusun mengkat rumusan masalah, yakni Bagaimana penerapan 

prinsip transparansi bagi Partai PDI Perjuangan yang menerima dana dari APBD Kota Parepare 

dan Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Partai PDI Perjuangan dari APBD 

Kota Parepare. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif Empiris. 

Pendekatan normatif  adalah pendekatan yang dilakukan yang dilakukan yang berdasarkan 

bahan hukum utama dengan cara menelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta 

peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun pendekatan 

empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada didalam praktek lapangan. 

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara 

langsung ke lapangan. Hasil peneitian ini mengambilkan kesimpulan bahwa Prinsip 

transparansi keuangan partai PDI-Perjuangan di Kota Parepare dapat dicapai dengan cara 

mewajibkan pengurus partai membuka laporan keuangannya ke masyarakat luas baik di media 

cetak maupun di media elektronik. Perlu dipertegas juga mengenai sanksi bagi partai PDI-P dan 

seluruh partai yang ada, jika terlambat atau bahkan tidak membuat laporan keuangannya. 

Kata Kunci : Transparansi; Keuangan; Partai; 

  



LATAR BELAKANG 

Indonesia membuka kran 

pendirian partai politik pada Tahun 

1999. Berawal dari kebijakan tersebut, 

lahirlah banyak partai-partai besar 

seperti PPP,PDI-P dan GOLKAR. Akan 

tetapi, kebijakan liberalisasi politik 

kepartaian tidak diikuti oleh adanya 

kerangka peraturan perundang-undangan 

yang jelas dan  tegas serta implementasi 

yang efektif.1 

Undang-Undang Nomor 14 tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik menegaskan sebagaimana dalam 

Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang menyebutkan bahwa setiap Orang 

berhak untuk berkomunikasi dan 

memperoleh Informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan 

sosialnya, serta berhak untuk mencari, 

memperoleh, memiliki, dan menyimpan 

Informasi dengan menggunakan segala 

jenis saluran yang tersedia. Undang-

Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 

menggarisbawahi dengan tebal bahwa 

salah satu elemen penting dalam 

mewujudkan penyelenggaraan negara 

                                                             
1 Amiriam Budiarjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik 

Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

yang terbuka adalah hak publik untuk 

memperoleh Informasi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Hak atas 

Informasi menjadi sangat penting karena 

makin terbuka penyelenggaraan negara 

untuk diawasi publik, penyelenggaraan 

negara tersebut makin dapat 

dipertanggungjawabkan. Hak setiap 

Orang untuk memperoleh Informasi juga 

relevan untuk meningkatkan kualitas 

pelibatan masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan publik. 

Partisipasi atau pelibatan masyarakat 

tidak banyak berarti tanpa jaminan 

keterbukaan Informasi Publik.2 

Keikutsertaan dalam pemilihan 

umum merupakan salah satu fungsi 

partai politik. Fungsi utama partai politik 

bukan mencari dan mempertahankan 

kekuasaan melalui pemilu, Melainkan 

sebagai ‘Jembatan antara masyarakat 

dengan negara’. Fungsi jembatan ini 

dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, 

yaitu melakukan rekrutmen warga 

Negara menjadi anggota partai politik, 

melaksanakan pendidikan politik, 

melakukan kaderisasi terhadap calon 

pemimpin, menjadi saluran partisipasi 

politik warga Negara, menyalurkan 

                                                             
2 Pasal 8 Undang-undang RI No.14 tahun 2008 

tantang “Keterbukaan Informasi Publik” 



aspirasi warga, menampung dan 

merumuskan aspirasi dan kepentingan 

warga itu menjadi rancangan keputusan 

politik, memperjuangkan rancangan 

keputusan politik tersebut menjadi 

keputusan politik melalui lembaga 

legislative dan eksekutif, dan 

mengkomunikasikan apa yang 

dikerjakan kepada para konstitutuen. 

Oleh karena itu, diperlukan dana 

(keuangan) partai politik untuk 

melaksanakan fungsi utama tersebut.3 

Lemahnya kapasitas organisasi 

partai menjadi factor penting lainnya 

yang terabaikan. Akibatnya, partai 

politik bergerak tanpa koridor hukum 

yang tegas dan sumber daya manusia 

yang unggul yang mengakibatkan partai 

menjadi entitas politik yang kuat tapi tak 

terkendali di iklim politik yang liberal. 

Akhirnya, batasan etika dan hukum 

diterobos partai tanpa memikirkan 

konsekuensinya. Hal ini sangat terlihat 

dengan upaya partai berlomba-lomba 

memupuk pundi-pundiuang untuk 

menjalankan roda organisasi partai. 

Pengurus partai dan pejabat public dari 

partai menggunakan berbagai manuver 

untuk membawa pundi-pundi uang ke 

partai politik. Tata cara praktek 

                                                             
3 Amiriam Budiarji,  Opcit 

penggalangan dana yang tidak dilandasi 

dengan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas mengakibatkan munculnya 

berbagai kasus dugaan korupsi yang 

dilakukan oleh partai politik. Banyak 

kasus korupsi yang terungkap 

menunjukkan bahwa dana dari kejahatan 

itu digunakan untuk kepentingan 

pemenangan pemilu. Baik ditingkat 

nasional maupun local. Hal ini menjadi 

salah satu penyebab dari buruknya 

kualitas demokrasi di Indonesia.4 

Praktek pemanfaatan dana public 

secara tidak transparan dan akuntabel 

oleh partai politik tidak hanya menjadi 

karakteristik dari penyalahgunaan 

kekuasaan public yang khas Indonesia, 

atau Negara-negara dengan system 

demokrasi baru seperti Thailand, 

Filipina. Tapi juga fenomena yang kerap 

terjadi pada Negara demokrasi mapan 

dan maju seperti Jepang, Taiwan dan 

India. Berdasarkan pengalam Negara 

demokrasi di dunia, terdapat tiga 

alternative sumber dana partai politik, 

yaitu dari internal partai, Dari 

sumbangan kalangan swasta dan dari 

bantuan keuangan Negara. Di Indonesia 

sendri di atur dalam Undang-Undang 

Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan 

                                                             
4 Ibid 



Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2008 Tentang Partai Politik, bahwa 

setiap partai politik berhak mendapat 

uang dari tiga sumber, yaitu iuran 

anggota, sumbangan yang sah menurut 

hukum, serta bantuan keuangan dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja  

Negara (APBN) dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). Di Pasal 39 ayat (1) UU No.2 

Tahun 2011 tentang partai politik 

disebutkan bahwa Pengelolaan keuangan 

partai politik dilakukan secara transparan 

dan akuntabel.5 

Di Kota Parepare sendiri, seluruh 

partai politik yang mendaftarkan diri di 

Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare 

dinyatakan lolos verivikasi yang bisa 

mengikuti event Pemilihan Legislatif 

2019. Salah satunya PDI-P Kota 

Parepare. Terkhusus pada PDI-P kota 

parepare sendiri, ini menerima Rp. 

77.970.244,00. Selain dari bantuan 

APBD tersebut, PDI-P kota parepare 

juga memiliki sumber penerimaan 

keuangan yang berasal dari sumber 

internal partai, seperti iuran anggota 

dana sumbangan dari kader partai yang 

duduk dalam pemerintahan dan lembaga 

legislative. Tak kalah penting dari kedua 

                                                             
5 Ibid, Hlm. 06. 

sumber penerimaaan keuangan partai 

politik tersebut, PDI-P kota parepare 

juga mendapatkan sumbangan-

sumbangan dari pihak eksternal partai 

baik berupa barang maupun jasa yang 

mana itu sah menurut hukum.6 

Atas berbagai sumber dana yang 

diterima PDI-P itu, PDI-P kota parepare 

hanya memiliki laporan keuangan yang 

berasal dari APBD. Partai ini cukup taat 

membuat laporan tersebut karena jika 

laporan tersebut tidak dibuat maka dana 

bantuan keuangan berikutnya akan 

berkurang. Sayangnya, PDI-P kota 

parepare sering terlambat dalam 

memberikan laporan tersebut. Walaupun 

terlambat, pemerintah melalui 

Kementerian Dalam Negeri tetap 

mengucurkan anggaran untuk partai 

politik pada tahun berikutnya. Persoalan 

transparansi atas pendanaan partai 

politik masih menjadi tantangan hingga 

saat ini. Bagaimanakah sebaiknya 

pengaturan keuangan partai politik 

kedepannya sehingga dapat mencapai 

prinsip transparansi. Harapan 

masyarakat Kota Parepare untuk dapat 

mengakses dokumen laporan keuangan 

masih sulit dijamin. PDIP kota Parepare 

                                                             
6 Rudi Hardi.(2011).Persepsi Masyarakat Terhadap 

Kebijakan Politik di Kota Parepare Jurnal FISIP 

UNISMUH Makassar. Hlm, 56. 



belum mencantumkan laporan keuangan 

pada website mereka. Transparansi 

dalam pengelolaan keuangan partai 

politik adalah keniscayaan karena 

sebagai institusi public partai politik 

mempunyai peran besar dalam menjaga 

demokrasi dan mengelola pemerintahan. 

Pengelolaan dana dalam internal partai 

sangatlah menentukan eksistensi partai 

dalam perpolitikan.7 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan Normatif 

Empiris. Pendekatan normatif  adalah 

pendekatan yang dilakukan yang 

dilakukan yang berdasarkan bahan 

hukum utama dengan cara menelah 

teori-teori, konsep-konsep, asas-asas 

hukum serta peraturan Perundang-

Undangan yang berhubungan dengan 

penelitian ini.8 

Adapun pendekatan empiris yakni 

dilakukan dengan melihat kenyataan 

yang ada didalam praktek lapangan. 

Pendekatan ini dikenal pula dengan 

pendekatan secara sosiologis yang 

dilakukan secara langsung ke lapangan. 

                                                             
7 Ibid 
8 Amiruddin, H. Zainal Asikin, pengantar metode 

penelitian hukum, Ed. Revisi Cetakan ke-9. Jakarta: 

Rajawali Pers. 2016. Hlm 118. 

 

TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan dalm penelitian ini, maka 

penelitian dilakukan dengan cara: 

a. Kepustakaan  

Studi pustaka adalah kegiatan 

untuk menghimpun informasi yag 

relevan dengan topik atau masalah 

yang menjadi objek penelitian. 

Informasi tersebut dapat diperoleh 

dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, 

disertasi, enseklopedia, internet dan 

sumber-sumber lain. Dengan 

melakukan studi kepustakaan, 

peneliti dapat memanfaatkan semua 

informasi dan pemikiran-pemikiran 

yang relevan dengan peneitiannya.9 

b. Studi observasi 

Observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis. Dua diantara 

yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan  dan ingatan.10Observasi 

juga merupakan suatu cara untuk 

mengumpulkan data dengan 

pengamatan langsung dan pencatatan 

                                                             
9 Transiskom.com, “pengertian studi kepustakaan”. 

http//www.transiskom.com,(30 maret 2016) diakses 

pada 31 maret 2021 
10 Sugiyono, metode penelitian bisnis, Bandung 

alfabeta, 2012. Hlm. 139. 



secara struktur terhadap objek yang 

akan di teliti. Didalam observasi ini 

peneliti akan belajar tentang perilaku 

dan makna dari perilaku tersebut.11 

c. Wawancara 

Wawancara yaitu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan 

degan melakukan Tanya jawab 

langsung dengan responden dan 

pihak-pihak yang ada kaitannya 

dengan masalah yang akan di 

teliti.12Wawancara dapat 

didefinisikan sebagai intekraksi 

bahasa berlangsung antara dua orang 

dalam situasi saling berhadapan salah 

seorang, yaitu yang melakukan 

wawancara meminta informasi atau 

ungkapan kepada orang yang diteliti 

yang berputar di sekitar pendapat dan 

keyakinanannya.13 Dalam penelitian  

ini wawancara dilakukan dengan 

pihak-pihak terkait yaitu kepada 

amggota-anggotas Partai PDIP Kota 

Parepare 

 

TEKNIK ANALISIS DATA 

                                                             
11Ibid 
12 Gunawan, metode penelitian kualitatif  (teori dan 

praktek), Jakarta: PT. Bumi Aksara , 2013. Hlm. 160. 
13 Emzir, analisis data: Metodologi Penelitian 

Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 50. 

Data yang diperoleh dan telah 

diumpulkan, baik data primer dan data 

sekunder, diolah dengan teknik kualitatif. 

Dimana analisis data kualitatif adalah 

pengelolaan data secara deduktif, yaitu 

dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang 

umum kemudian meneliti hal-hal yang 

bersifat khusus. Kemudian dari proses 

tersebut, ditarik sebuah kesimpulan.14 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran umum Lokasi Penelitian 

Kota Parepare adalah sebuah kota di 

provinsi Sulawesi Selatan. Kota ini memiliki 

luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk 

sebanyak 154.854 jiwa. Kota Parepare 

merupakan tempat kelahiran Presiden 

Republik Indonesia ke-3 yaitu B.J. Habibie. 

Letak Kota Parepare berada di dalam 

kawasan Selat Makassar  yang 

menghubungkan jalur lalu lintas transportasi 

dan perdagangan laut dari Jawa, Makassar, 

Kalimantan Timur dan Kepuluan Maluku di 

bagian utara. Parepare merupakan daerah 

yang aman dari ombak laut karena berada di 

                                                             
14Djam’an Satori, et al. (2009). 

Metodologi Penelitian Kualitatif. 

Bandung: Alfabeta. Hlm, 29. 

 



kawasan teluk. Parepare berada di 

dalam garis lintang 30o57’39” - 40o04’49” 

Lintang Selatan dan 119o36’24” - 1190 43’ 

40” Bujur Timur. Kota pantai Parepare 

memiliki empat kecamatan, yakni Bacukiki, 

Bacukiki Barat, Ujung dan Soreang. Jumlah 

total kelurahannya adalah 22. Wilayah 

administratif Parepare berbatasan 

dengan Kabupaten Pinrang yang ada di 

utara, Kabupaten Sidenreng Rappang di 

timur, Kabupaten Barru di selatan, dan Selat 

Makassar di barat.  

1. Penerapan Prinsip Transparansi Bagi 

Partai PDI Perjuangan Yang 

Menerima Dana Dari APBD Kota 

Parepare 

Partai Politik di Kota Parepare 

        Karakter dasar partai politik adalah 

meraih kekuasaan atas nama rakyat, yang 

diperoleh melalui Pemilu. Bila menang 

dalam Pemilu, partai politik akan memegang 

kekuasaan melalui jalur pengambil 

keputusan (eksekutif) dan jalur pembuat 

kebijakan (legislatif). Setiap keputusan yang 

dibuat oleh partai politik melalui kedua jalur 

tersebut selalu atas nama rakyat, dan 

berimplikasi luas terhadap kehidupan rakyat. 

Oleh karena itu partai politik seharusnya 

memastikan bahwa setiap tindakan yang 

dilakukan demi rakyat yang diwakilinya, 

bebas dari politik uang dan pengaruh 

kelompok kepentingan (vested interest 

group).  

Namun, faktanya, sulit sekali 

melepaskan partai politik dari pengaruh 

kelompok kepentingan karena kehidupan 

partai politik justru tergantung pada 

sumbangan yang diterima, dan sumbangan 

ini selalu disertai oleh imbal jasa.  Bila ini 

terjadi, orientasi partai politik bukan lagi 

kepada rakyat melainkan kepada 

kepentingan para donaturnya, khusus 

kelompok kepentingan, seperti Pengusaha. 

Untuk alasan inilah, dibutuhkan transparansi 

dalam pengelolaan sumber keuangan partai 

politik. Sebagai institusi publik, maka partai 

politik harus mempertanggungjawabkan 

seluruh tindakannya kepada publik, 

termasuk secara transparan melaporkan 

kepada publik sumber-sumber keuangan 

yang diperoleh dalam membiayai kegiatan 

partai politik bersangkutan.  

Karena, melalui transparansi 

pengelolaan keuangan partai politik maka 

publik akan mudah mengawasi dan menilai 

affirmasi kebijakan dan gerakan politik yang 

dibuat oleh partai politik. Dengan Partai 

politik yang tak akuntabel dan transparan, 

jangan pernah berharap adanya 



pemerintahan yang akuntabel dan 

transparan, yang bebas korupsi, kolusi, dan 

nepoteisme. Disinilah letak, urgennya 

revitalisasi laporan keuangan partai politik 

yang baik dan benar.   

Penulis  berkeyakinan, bahwa untuk 

membasmi korupsi, harus dimulai dengan 

menciptakan proses politik yang sehat dan 

bersih dari politik uang. Proses politik yang 

sehat dan bersih ini harus dilakukan dengan 

pembiayaan politik yang transparan dan 

bertanggungjawab. Instrumen modern yang 

mampu membahasakan transparan dan 

bertanggungjawab tersebut adalah akuntansi. 

Namun demikian, untuk menciptakan proses 

politik seperti ini, Indonesia masih 

menghadapi berbagai persoalan berat. 

Lemahnya pengelolaan, pertanggung-  

jawaban, dan pengendalian pembiayaan 

politik merupakan persoalan utama yang 

dihadapi.  

Hal ini tercermin dengan tidak 

transparannya pengelolaan keuangan partai 

politik. Praktek-praktek tidak transparan 

tersebut diperparah dengan tidak 

memadainya laporan keuangan partai-partai 

politik, baik dalam laporan rutin maupun 

laporan kegiatan Pemilu. Tidak memadainya 

laporan-laporan ini selain miskinnya 

komitmen, juga disebabkan oleh belum 

adanya standar akuntansi keuangan yang 

komprehensif untuk partai politik. Standar 

yang dipakai saat ini yakni PSAK NO.45 

Tentang Laporan Keuangan Organisasi 

Nirlaba, sangat tidak mencukupi karena 

tidak mengakomodasi karakteristik partai.  

Namun, dibalik kekurangan tersebut 

partai politik tetap dituntut untuk menjaga 

akuntabilitasnya  mengelola seluruh 

kegiatan partai politik dalam menghadapi 

kontestasi  politik yakni, pemilihan umum. 

Penelitian yang dilakukan oleh Emmy 

Hafild bersama Transparancy, menunjukkan 

partai politik di tingkat pusat sangat rendah 

kepatuhannya terhadap kewajiban 

menyajikan laporan keuangan partai politik 

yang baik dan benar sehingga akuntabilitas 

partai politik di tingkat pusat rendah, karena 

masyarakat tidak dapat mengakses secara 

luas sumber-sumber pendanaan yang 

digunakan oleh partai politik.  

Otonomi daerah yang diikuti oleh 

proses demokratisasi di daerah menuntut 

menghadapi tantangan yang berat, kualitas 

partai politik yang buruk menghasilkan 

proses politik dan pembangunan di daerah 

yang juga rendah sehingga mempengaruhi 

pembangunan demokratisasi nasional. 

Transparansi partai politik ditingkat lokal, 

akan mendorong transparansi yang lebih 



baik dalam proses dan pelembagaan politik 

ditingkat nasional. 

Merujuk pada Peraturan Walikota 

Parepare No.17 Tahun 2020, Partai Politik 

adalah organisasi politik yang dibentuk oleh 

sekelompok warga negara Republik 

Indonesia secara sukarela atas dasar 

persamaan kehendak dan cita untuk 

memperjuangkan kepentingan anggota, 

masyarakat, bangsa dan negara melalui 

pemilihan umum. Lebih spesifik lagi, Dalam 

Peraturan Walikota Parepare tersebut 

dijelaskan bahwa Partai Politik Peserta 

Pemilu adalah Partai Politik yang telah 

memenuhi persyaratan sebagai peserta 

pemilihan umum.  

        Seluruh Partai Poltik yang 

mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) Kota Parepare pada tahun 

2019, dinyatakan lolos verifikasi. Dari 16 

parpol yang menjadi kontestan Pemilihan 

legislatif 2019, empat diantaranya parpol 

baru masing-masing Partai Perindo, Partai 

Garuda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), 

dan Partai Berkarya Sementara 12 partai 

lainnya adalah partai lawas diantaranya 

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 

Partai Golkar, Partai NasDem, Partai 

Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra, 

Partai Amanat Nasional (PAN), Partai 

Persatuan Pembangunan (PPP), Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan 

Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) dan Partai Keadilan dan Persatuan 

Indonesia (PKPI). Namun, dalam kontestasi 

tersebut hanya 11 dari 16 partai peserta 

pemilihan legislatif yang berhasil 

menempatkan wakilnya pada kursi DPRD 

Kota Parepare periode 2019-2024. 

Bantuan Keuangan Partai Politik Yang 

Bersumber dari APBD di Kota Parepare 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah 

diubah menjadi Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik, Pasal 1 

angka 2 menyatakan bahwa Bantuan 

keuangan kepada partai politik adalah 

bantuan keuangan yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

yang diberikan secara proporsional kepada 

Partai Politik yang mendapatkan kursi di 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota yang penghitungannya 

berdasarkan jumlah perolehan suara.   

Memberikan dana bantuan keuangan 

kepada partai politik besarnya berbeda-beda 



tergantung dari hasil perolehan suara 

pemilihan umum. Partai yang mendapat 

bantuan adalah partai yang mendapatkan 

kursi di lembaga perwakilan dan partai yang 

tidak mendapat kursi di lembaga perwakilan 

tidak mendapatkan bantuan keuangan dari 

Negara. Di kota Parepare sendiri 

penghitungan bantuan keuangan kepada 

partai politik sudah diatur dalam Pasal 5 

Peraturan Walikota Parepare No.17 Tahun 

2020, Di Pasal 5 disebutkan bahwa Besaran 

nilai bantuan keuangan kepada partai politik 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 

sebesar Rp.10.756.00 (Sepuluh ribu tujuh 

ratus lima puluh enam rupiah) persuara sah. 

Dalam Pasal 6 Peraturan Walikota 

Parepare No.17 Tahun 2020 juga diatur 

mengenai proses pengajuan permohonan 

bantuan keuangan partai politik di Kota 

Parepare, Dewan Pimpinan Daerah partai 

politik di Kota Parepare harus 

menyampaikan pengajuan secara tertulis 

yang ditandatangani oleh ketua dan 

sekretaris atau sebutan lainnya yang sah dan 

harus dilengkapi dengan dokumen 

pegesahan dari Komisi Pemilihan Umum 

Daerah Kota Parepare. Adapun mekanisme 

(tata cara) pengajuan bantuan keuangan 

untuk partai politik di Kota Parepare sesuai 

dengan Pasal 6 Peraturan Walikota Parepare 

No.17 Tahun 2020, sebagai berikut :  

1. Pengurus Partai Politik Tingkat Kota 

Parepare mengajukan surat 

permohonan bantuan keuangan 

kepada Walikota melalui Kepala 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kota Parepare. 

2. Surat permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

ditandatangani oleh Ketua dan 

Sekretaris partai politik atau sebutan 

lain yang sah dengan menggunakan 

kertas kop dan Cat Stempel Partai 

Politik tersebut yang dilengkapi 

dengan :    

a. Keputusan DPP Partai Politik 

yang menetapkan susunan 

kepengurusan Partai Politik 

tingkat Kota Parepare yang 

dilegalisir oleh Ketua Umum dan 

Sekretaris Jenderal Dewan 

Pimpinan Pusat (DPP) Partai 

Politik atau sebutan lain yang 

sah; 

b. Surat Keterangan Autentifikasi 

hasil penetapan perolehan suara 

Partai Politik di DPRD yang 

dilegalisir Ketua atau Sekretaris 

KPUD; 

c. Nomor rekening kas umum Partai 

Politik; 



d. Surat Pernyataan Partai Politik 

dengan kertas kop surat 

bermaterai yang ditanda tangani 

Ketua dan Sekretaris  atau 

sebutan lain yang sah yang 

menyatakan bersedia dituntut 

sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan yang 

berlaku apabila memberikan 

keterangan yang tidak benar. 

e. Surat tanda terima uang bantuan 

yang dibuat dalam bentuk 

kwitansi bermaterai yang 

ditandatangani oleh Ketua atau 

Bendahara Pengurus Partai 

Politik atau sebutan lain yang sah 

dengan menggunakan Cap 

stemple PartaiPolitik;  

f. Berita acara serah terima dibuat 

dalam rangkap 4 (empat) yang 

ditandatangani oleh Kepala 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Perlindungan Masyaraat sebagai 

pihak Pertama serta Ketua dan 

bendahara Pengurus Partai 

Politik atau sebutan lain yang sah 

sebagai pihak kedua; 

g. Rencana penggunaan dana 

bantuan keuangan Partai Politik 

untuk Pendidikan politik dan 

masyarakat serta kegiatan 

operasional secretariat Partai 

Politik; 

h. Laporan realisasi penerimaan dan 

pengeluaran bantuan keuangan 

yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun anggaran sebelumnya 

yang telah diperiksa oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan; 

i. Surat pernyataan Ketua Partai 

Politik yang menyatakan 

bertanggungjawab secara formil 

dan materil dalam penggunaan 

anggaran bantuan keuangan 

partai politik dan bersedia 

dituntut sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan apabila 

memberikan keterangan yang 

tidak benar yang ditandatangani 

Ketua Umum, Sekretaris dan 

Bendahara dengan menggunakan 

kop surat Partai Politik; dan 

j. Kelengkapan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, 

huruf c. huruf d, huruf e, huruf f, 

huruf g, dan huruf h, dibuat 

dalam rangkap 2 (dua) 

3. Dalam hal Partai Politik tidak 

mengajukan permohonan bantuan 

keuangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) pada tahu anggaran 



berjalan, maka bantuan keuangan 

yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah tidak 

dapat diberikan. 

Tahap penyerahan bantuan dilakukan 

setelah pengajuan permohonan bantuan 

keuangan telah memenuhi persyaratan 

dengan tahapaan sebagai berikut : 

penyerahan bantuan keuangan kepada partai 

politik ditingkat Kota Parepare dilaksanakan 

oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kota Parepare. Penyerahan bantuan 

disertakan dengan persyaratan administrasi 

yang telah dijelaskan diatas. 

Kaitan Prinsip Transparansi Keuangan 

Partai PDI Perjuangan Dari APBD Kota 

Parepare 

Pelaporan keuangan partai politik 

yang diumumkan kepada masyarakat tidak 

hanya dapat meningkatkan kinerja partai 

politik dan menarik simpati rakyat terhadap 

partai politik tersebut namun juga dapat 

menjadi alat bukti tertulis tentang siapa saja 

yang memberikan sumbangan, berapa 

sumbangan yang diperoleh, untuk apa saja 

sumbangan terserbut digunakan dan berapa 

jumlah sumbangan yang digunakan untuk 

pekerjaan partai politik.  

Bukti tertulis yang disahkan oleh 

pejabat partai dan/atau pejabat publik 

merupakan bukti yang sempurna dalam 

pembuktian penyimpangan penggunaan 

dana keuangan partai politik. Bagi oknum 

partai politik yang terlibat kasus korupsi 

keuangan partai politik maka pelaporan 

keuangan partai politik merupakan momok 

yang dapat menjerat pelaku tindak pidana 

korupsi itu sendiri sedangkan bagi pengurus 

partai politik yang melaksanakan 

pengelolaan keuangan yang tepat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dan 

AD/ART partai politik maka pelaporan 

keuangan partai politik merupakan senjata 

ampuh bagi pengurus partai terhadap fitnah 

atau upaya pencemaran nama baik terhadap 

pengurus dan/atau partai politik tersebut.  

Demikian pula bagi penyidik Polri 

laporan keuangan partai politik sangat 

dibutuhkan untuk melengkapi alat bukti 

dalam penyelidikan dan penyidikan tindak 

pidana korupsi Batu penjuru dari setiap 

sistem pengaturan keuangan yaitu 

persyaratan bagi yang terlibat dengan politik 

untuk menyerahkan informasi tentang 

bagaimana mereka memperoleh dan 

menggunakan uang.  

Pelaporan tersebut mempunyai dua 

tujuan utama. Pertama, informasi ini dapat 



membantu mewujudkan transparansi yang 

disebut oleh Konvensi Persatuan Bangsa-

Bangsa Terhadap Korupsi (UNCAC), 

memberikan informasi kepada pemilih untuk 

membuat keputusan ketika pemilih 

mendatangi tempat pemilihan suara. 

Kekhawatiran skandal dan kehilangan 

dukungan publik dapat menjadi pertahanan 

yang lebih baik terhadap penyimpangan 

perilaku daripada setiap sanksi hukum. 

Tujuan kedua persyaratan pelaporan yaitu 

untuk memudahkan partai dalam 

mempertanggungjawabkan penggunaan 

sumbangan dan menerapkan larangan dan 

batasan untuk mengawasi apakah peraturan 

ini ditaati. Ketika pelanggar tidak dapat 

diharapkan untuk mengakui pelanggaran 

dalam laporan mereka, mempersyaratkan 

mereka untuk menyediakan catatan 

keuangan yang memberikan bukti tertulis 

yang dapat membantu penyelidikan 

mendalam. 

Kurangnya subsidi pemerintah 

terhadap partai politik yang menyebabkan 

politisi dan anggota partai politik mencari 

celah pengumpulan dana partai dari hasil 

korupsi dan tidak mencantumkan sumber 

pendapatan tersebut dalam laporan keuangan 

partai bukanlah penyebab utama korupsi 

politik. Apabila dianalisis secara mendalam 

maka korupsi yang dilakukan kalangan 

politisi bukanlah ditujukan untuk membiayai 

partai politik. Namun pengumpulan dana 

APBN dan/atau APBD dan/ atau sumbangan 

publik untuk memperkaya diri sendiri lebih 

dominan.  

Sebaik apapun sistem pendanaan 

partai politik selalu terdapat celah dari pasal 

karet yang samar-samar tentang penerimaan 

keuangan dari negara dan/atau publik yang 

diambil untuk kepentingan partai atau untuk 

kepentingan oknum partai politik. Di 

samping itu outcome atau hasil pekerjaan 

partai politik yang tidak seperti pekerjaan 

pembangunan fisik menyebabkan 

penggunaan anggaran partai politik rentan 

untuk disalahgunakan. Untuk itu 

pemahaman yang komprehensif, 

pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap 

penyimpangan laporan keuangan partai 

politik dengan fakta yang terjadi di lapangan 

merupakan salah satu cara yang signifikan 

untuk meningkatkan transparansi keuangan 

partai politik dan menghindari korupsi di 

bidang politik. 

Pendanaan partai politik menjadi 

persoalan yang makin banyak 

diperbincangkan. Hal ini dipicu oleh 

banyaknya tersangka dan terpidana kasus 

korupsi yang berasal dari kalangan politisi. 

Terjeratnya para politisi dalam kasus korupsi 



menandakan bahwa kebutuhan pembiayaan 

politik mereka dilakukan dengan cara 

melanggar hukum. Jika diperhatikan secara 

detil, menurut Prof. Rizal, korupsi yang 

dilakukan kalangan politisi sama sekali 

bukan diperuntukkan bagi pendanaan partai 

politik. Unsur memperkaya diri sendiri lebih 

dominan.  

Sesempurna apapun sistem yang 

dibuat dalam mengatur soal pendanaan 

partai politik ini, tetap saja terdapat ruang 

yang samar-samar. Area pendanaan partai 

politik bagaikan aliran darah di seluruh 

tubuh manusia, yakni bercabang-cabang dari 

aliran yang besar sampai kecil. Tidak semua 

hal bisa disampaikan secara terang-terangan, 

mengingat faktanya dana politik bukanlah 

anggaran debet dan kredit biasa, dengan 

ketentuan pekerjaan yang jelas, lalu hasil 

yang juga jelas. 

Olehnya itu, menurut penulis 

seharusnya parpol dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya harus mengedepankan 

prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik (Good 

Gonvernance)  khususnya pada prinsip 

Transparansi dan akuntabilitas tersebut agar 

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 

parpol tetap mengedepankan kepentingan 

masyarakat daripada kepentingan 

anggotanya maupun golongannya, karena 

pada hakikatnya parpol merupakan wakil 

masyarakat di dalam pemerintahan sehingga 

menjadi kewajiban dalam setiap keputusan 

atau kegiatan yang diambil haruslah 

berdasarkan kepentingan masyarakat 

sehingga prinsip transparansi dan 

akuntabilitas dalam Good Governance 

menjadi prinsip yang tepat digunakan dalam 

hal memaksimalkan peran masyarakat untuk 

mengawasi dan ikut berperan aktif dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, 

dimana prinsip transparansi adalah asas yang 

membuka diri terhadap hak masyarakat 

untuk memperoleh informasi yang benar, 

jujur, dan tidak diskriminatif tentang 

penyelenggaraan negara dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi 

pribadi, golongan dan rahasia negara. Dari 

penjelasan diatas seharusnya prinsip 

transparansi dapat dijadikan alat dalam 

melakukan pengawasan dalam kaitannya 

terhadap pendanaan partai politik sehingga 

parpol dalam hal ini didesak untuk selalu 

transparan dalam seluruh kegiatan yang ada 

di dalam partai politik sehingga masyarakat 

dapat mengetahui dan secara tidak langsung 

dapat ikut mengawasi jalannya kegiatan 

yang dilakukan oleh partai politik tersebut 

hal ini didasarkan dari uraian yang terdapat 

didalam latar belakang penelitian ini, 



dimana banyaknya kader  partai politik yang 

terjerat kasus  korupsi, dan mayoritas partai 

politik khususnya di Kota Parepare belum 

melaksanakan prinsip transparansi karena 

kebanyakan dari website yang mereka miliki 

belum menyediakan atau belum 

mencantumkan kolom mengenai laporan 

keuangan mereka. Dimana seharusnya 

menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Partai Politik pada pasal 39 

ayat (1) yaitu pengelolaan partai politik 

dilakukan secara transparan dan akuntabel. 

Prinsip Akuntabilitas adalah prinsip 

yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 

hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan 

Negara harus dapat dipertanggung jawabkan 

kepada masyarakat atau rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi Negara 

sesuai dengan ketentuan peratutan 

perundang-undangan yang berlaku dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 

Dari defenisi tersebut seharusnya prinsip 

akuntabilitas juga memiliki fungsi yang 

sangat penting untuk mendukung peran 

masyarakat maupun lembaga pengawas 

lainnya untuk melakukan perannya sebagai 

lembaga pengawas terhadap pengelolaan 

dana partai politik, sehingga seharusnya 

prinsip akuntabilitas tersebut dapat menjadi 

senjata yang ampuh untuk menjalankan roda 

pemerintahan jika diterapkan dengan baik, 

oleh karena itu seharusnya partai politik 

harus menerapkan prinsip tersebut agara 

tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik dapat diwujudkan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang bebas 

dari  Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme 

(KKN). Setidaknya ada 6 prinsip 

transparansi dan akuntabilitas yang 

dikemukakan oleh Humanitarian Forum 

Indonesia (HFI) yaitu : 

a. Adanya informasi yang mudah 

dipahami dan diakses (dana, cara 

pelaksanaan, bentuk bantuan atau 

program) 

b. Adanya publikasi dan media mengenai 

proses kegiatan dan detail keuangan. 

c. Adanya Laporan berkala mengenai 

pendayagunaan sumber daya alam 

perkembangan proyek yang dapat 

diakses oleh umum. 

d. Laporan Tahunan. 

e. Website atau media publikasi 

organisasi. 

f. Pedoman dalam penyebaran informasi. 

        Dari hasil penelitian di Kantor Partai 

PDI Perjuangan Kota Parepare, penulis 

berpikiran bahwa implementasi prinsip 

transparansi Partai PDI Perjuangan Kota 

Parepare belum berjalan maksimal. Itu 

dibuktikan bahwa Partai PDI Perjuangan 



Kota Parepare yang menerima bantuan dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Parepare, Belum mencantumkan 

laporan pertanggungjawaban penggunaan 

bantuan keuangannya di Website mereka. 

Bahkan Ketika penulis melakukan 

wawancara langsung ke kantor Partai PDI 

Perjuangan Kota Parepare, Partai PDI 

Perjuangan Kota Parepare tidak bersedia 

membukakan laporan pertanggungjawaban 

bantuan keuangannya kepada penulis. 

Pengurus Partai Politik berdalih bahwa 

laporan pertanggungjawaban bantuan 

keuangan tersebut bersifat rahasia dan telah 

aman karena telah diaudit oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan. 

        Penulis juga melakukan wawancara dan 

penelitian langsung ke pihak eksekutif, 

dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kota Parepare dan Badan Keuangan 

Daerah Kota Parepare. Dari wawancara dan 

penelitian ke kedua instansi pemerintahan 

tersebut, Penulis menemukan bahwa benar 

laporan pertanggungjawaban penggunaan 

bantuan keuangan seluruh Parta Politik 

termasuk Partai PDI Perjuangan ada di 

kedua instansi tersebut, tapi kedua instansi 

tersebut baik Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kota Parepare dan Badan Keuangan 

Daerah Kota Parepare tak ada yang bersedia 

membukakan laporan pertanggungjawaban 

Partai PDI Perjuangan Kota Parepare kepada 

penulis. Badan KESBANGPOL dan BKD 

Kota Parepare, berdalih bahwa bukan 

kewenangan dan kewajiban mereka untuk 

membuka laporan pertanggungjawaban 

tersebut ke masyarakat luas, Badan 

KESBANGPOL dan BKD kota Parepare 

hanya berwenang dan berkewajiban 

menyimpan dan memelihara arsip laporan 

pertanggungjawaban tersebut. 

        Hingga saat ini persoalan transparansi 

dana partai politik masih menjadi tantangan 

yang besar di Kota Parepare. Padahal pada 

hakekatnya partai politik adalah penghubung 

antara pemerintah Kota Parepare dan 

masyarakat Kota Parepare. Salah satu cara 

yang bisa ditempuh partai politik di Kota 

Parepare adalah menjalankan prinip-prinsip 

transparansi keuangannya khususnya yang 

berasal dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Parepare yang mana 

merupakan uang rakyat. Sistem pendanaan 

politik yang tranparan pada hakekatnya 

adalah nilai tukar dari kepercayaan publik 

terhadap partai politik. Dampak dari tidak 

transparannya suatu partai politik 

menimbulkan rendahnya kepercayaan 

masyarakat Kota Parepare terhadap partai 

politik. 

 



2. Pertanggungjawaban Pengelolaan 

Keuangan Partai PDI Perjuangan 

yang menerima dana dari APBD 

Kota Parepare. 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

PDI Perjuangan Yang Menerima Dana 

Dari APBD Kota Parepare 

Pentingnya pembukuan keuangan 

partai politik dapat ditinjau dari manfaat 

pembukuan keuangan partai politik baik 

penerimaan maupun pengeluaran partai 

politik. Dengan membukukan semua 

penerimaan partai politik maka dapat diteliti 

kesesuaian antara jumlah dana yang diterima 

pengurus dengan jumlah dana yang 

dicatatkan pada pembukuan keuangan 

parpol. Di samping itu dari catatan 

pembukuan juga dapat diketahui 

penyimpangan penggunaan dana yang 

diterima dengan melakukan cross check 

antara catatan pengeluaran partai dengan resi 

atau tanda terima pembelian barang dan/atau 

jasa.  

Seandainya terdapat kesesuaian 

antara resi maupun catatan, pemeriksa 

keuangan ataupun masyarakat dapat 

mengetahui penyimpangan melalui nilai 

pengadaan atau pembelian barang dan/atau 

jasa yang melebihi harga rata- rata 

pembelian barang dan/atau jasa untuk 

keperluan partai pada suatu waktu tertentu 

dan tempat tertentu. Selanjutnya pembukuan 

keuangan partai politik juga sangat 

bermafaat bagi calon pemilih untuk 

menganalisis seberapa besar penerimaan 

keuangan partai politik jika dibandingkan 

dengan pengeluaran partai politik. 

Disamping itu pemilih juga mengetahui ada 

atau tidak adanya penggunaan anggaran 

yang diperuntukkan bagi kepentingan 

rakyat. Kemudian pemilih juga dapat 

mengetahui besarnya arus kas yang masuk 

dan keluar sehingga dapat diketahui pula 

sumber-sumber pendanaan partai politik itu, 

apakah berasal dari sumber yang legal atau 

ilegal.  

Dengan demikian pembukuan 

keuangan partai politik dapat dijadikan 

pertimbangan bagi pemilih untuk mengukur 

derajat sehat tidaknya partai politik dan 

derajat kepedulian partai terhadap 

perjuangan aspirasi rakyat Pembukuan 

keuangan partai politik sangat bermanfaat 

untuk:  

a. Menekan potensi kecurangan 

dalam penggalangan dana, standarisasi 

laporan keuangan parpol juga bisa dijadikan 

dasar pertimbangan untuk menetapkan 

pilihan secara cerdas dan rasional  



b. Di luar kepentingan untuk 

menjalankan fungsi kontrol atas partai 

politik yang ada, calon pemilih untuk Pemilu 

nanti bisa mencermati derajat sehat tidaknya 

partai politik dari laporan tahunan yang 

disampaikannya secara terbuka ke publik.  

Selaras dengan manfaat pembukuan 

keuangan partai politik tersebut maka Pasal 

39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Partai Politik memerintahkan agar 

pengelolaan keuangan partai politik 

dilakukan secara transparan dan akuntabel. 

Untuk itu maka pengelolaan keuangan partai 

politik diaudit oleh akuntan publik setiap 1 

(satu) tahun dan diumumkan secara 

periodik. Laporan keuangan yang wajib 

dibuat oleh partai politik untuk melakukan 

audit keuangan mencakup:  

a. laporan realisasi anggaran partai 

politik;  

b. laporan neraca; dan. 

c.laporan arus kas.  

Kemudian untuk mencapai manfaat 

pembukuan keuangan yang maksimal maka 

partai politik harus melakukan prosedur 

pelaporan keuangan partai politik 

sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 43A 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. 

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut parpol 

wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penerimaan dan 

pengeluaran yang bersumber dari dana 

bantuan APBN dan APBD kepada Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala 1 

(satu) tahun sekali untuk diaudit paling 

lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir. Audit laporan tersebut dilakukan 3 

(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Sedangkan hasil audit atas laporan 

pertanggungjawaban penerimaan dan 

pengeluarannya disampaikan kepada Parpol 

paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.  

Demikian pula dalam memberikan 

manfaat yang maksimal baik terhadap 

kesehatan keuangan partai politik maupun 

bagi referensi calon pemilih terhadap 

penggunaan keuangan partai politik yang 

berpihak pada kepentingan rakyat maka 

setiap parpol bertanggungjawab untuk 

mengembangkan suatu sistem pembukuan 

yang memiliki standar pemberian kode unit 

organisasi dan pengklasifikasian buku besar 

yang seragam sehingga baik partai politik, 

pemeriksa keuangan, maupun masyarakat 

mudah untuk memahami indikator 

keberhasilan maupun penyalahgunaan 

keuangan partai politik. 

 Disamping itu seperangkat buku 

besar dan buku besar pembantu juga harus 



dapat dijadikan bahan perbandingan dengan 

resi, tanda terima maupun dokumen sumber. 

Kemudian pembukuan keuangan partai 

politik tersebut harus berisikan transaksi / 

kejadian yang sesuai dengan standar 

akuntansi yang diterima umum sehingga 

siapa saja dapat dengan mudah 

memahaminya. Manfaat pembukuan 

keuangan partai akan maksimal diperoleh 

apabila internal partai memiliki pengendali 

dalam bentuk organisasi dan prosedur 

pelaksanaan dan pengawasan pencatatan 

keuangan partai untuk mengamankan 

seluruh aset partai dan mengamankan 

keotentikan, kejujuran, kebenaran, dan 

keakuratan catatan-catatan keuangan partai 

politik.  

Kemudian manfaat pembukuan 

keuangan partai akan sangat berarti apabila 

transaksi maupun kejadian keuangan dicatat 

tepat waktu agar pengurus partai dapat 

menyusun strategi partai dan mengambil 

kebijakan partai dengan tepat serta dapat 

memberikan laporan keuangan partai politik 

dengan tepat waktu.   

Keharusan Parpol terhadap Sistem 

Pembukuan Keuangan Parpol: 

a. Setiap parpol peserta Pemilu 

bertanggungjawab untuk 

mengembangkan suatu sistem 

pembukuan yang:  

b. Mempunyai sistem 

pengkodean unit organisasi 

dan klasifikasi buku besar 

yang seragam; 

c. Mempunyai seperangkat buku 

besar dan buku pembantu 

yang bisa menyediakan 

ikhtisar akuntansi dan 

identifikasi ke dokumen 

sumber.   

d. Mencatat transaksi / kejadian 

sesuai dengan standar 

akuntansi yang diterima 

umum;  

e. Memiliki pengendalian 

internal berupa organisasi, 

prosedur, dan catatan yang 

mempertimbangkan 

pengamanan aset dan 

keandalan catatan-catatan 

keuangan.  

f. Menyediakan informasi yang 

berarti dan tepat waktu, agar 

pengurus dapat 

menggunakannya untuk 

pengambilan keputusan dan 

pelaporan yang tepat waktu.  

Selanjutnya agar manfaat 

pembukuan keuangan partai politik tersebut 



tidak hanya diperoleh pada saat tertentu atau 

pada saat itu saja maka sebelum melakukan 

pembukuan keuangan maka suatu hal yang 

perlu diperhatikan adalah semua komponen 

partai sangat mengharapkan bahwa 

partainya dapat eksis seterusnya dalam 

menghadapi berbagai dinamika dan 

perubahan demokrasi dan tata pemerintahan. 

Hal ini disebabkan baik partai politik 

maupun simpatisan atau pendukung partai 

politik sangat mengharapkan partai politik 

tersebut dapat secara berkesinambungan 

memperjuangkan aspirasi rakyat yang 

selama ini telah diperjuangkan dan 

diwujudkan oleh partai politik tersebut.  

Menurut penulis, ini menyatakan 

bahwa partai politik didirikan untuk waktu 

yang tidak terbatas untuk melanjutkan 

kegiatannya di masa mendatang dan tidak 

ada maksud atau keinginan untuk 

melikuidasi atau membubarkan 

organisasi23. Terdapat perbedaan antara 

pembukuan keuangan badan usaha dengan 

pembukuan keuangan partai politik. Ciri-ciri 

utama pembukuan keuangan partai politik 

yaitu pembukuan keuangan partai politik 

bertujuan untuk memberikan bukti kepada 

calon pemilih tentang penggunaan dana 

partai untuk melakukan pendidikan politik 

dan menampung aspirasi masyarakat serta 

memberikan bukti bagi penyelidikan dan 

penyidikan terhadap penyimpangan atau 

penyalahgunaan keuangan partai. Apabila 

badan usaha dapat dijual, dialihkan atau 

ditebus kembali, dan kepemilikan sahamnya 

dapat dibagi berdasarkan besar kecilnya 

saham maka partai politik tidak dapat dijual, 

dialihkan atau ditebus kembali dan tidak 

mencerminkan proporsi pembagian sumber 

daya entitas pada saat pembubaran partai 

politik.  

Disamping itu kekayaan atau aset 

baik bergerak maupun tidak bergerak berasal 

dari penyumbang yang bersimpati dan 

memiliki ideologi yang sama dengan partai 

sehingga penyumbang tersebut tidak 

menginginkan pengembalian aset, 

pembayaran bunga atau keuntungan 

komersil dari aset atau kekayaan yang 

digunakan oleh partai tersebut.      

Ciri dasar pembukuan parpol: 

a. Tidak bertujuan untuk mengukur 

laba tetapi untuk mendapatkan 

informasi keuangan bagi semua 

pihak dalam rangka transparansi 

dan akuntabilitas public;  

b. Kepemilikan dalam Parpol tidak 

dapat dijual, dialihkan atau 

ditebus kembali atau 

kepemilikan tersebut tidak 

mencerminkan proporsi 



pembagian sumber daya entitas 

pada saat likuidasi atau 

pembubaran entitas; 

c. Sebagian besar sumber daya 

keuangan berasal dari para 

penyumbang (donator) yang 

tidak mengharapkan adanya 

pembayaran kembali atau 

manfaat ekonomi yang 

sebanding dengan jumlah 

sumber daya yang diberikan.  

Meskipun peraturan perundang-

undangan tentang keuangan partai politik 

dan kampanye pemilihan umum telah 

dirumuskan dengan baik namun masih 

terdapat sedikit kelemahan yang seharusnya 

diperbaiki. Hal ini selaras dengan 

pernyataan yang disampaikan oleh peneliti 

divisi korupsi politik ICW (ICW), Almas 

Sjafrina.  

Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, 

Almas Sjafrina menuturkan, laporan 

keuangan parpol yang bersumber dari negara 

sudah secara patuh dilaporkan oleh Parpol 

ke BPK. Pasalnya, laporan keuangan 

menjadi syarat untuk pencairan bantuan 

berikutnya. Namun, laporan keuangan di 

luar itu tak dilaporkan. Audit tak dilakukan 

oleh BPK melainkan oleh Kantor Akuntan 

Publik (KAP) yang ditunjuk Parpol. 

Masih terdapatnya laporan keuangan 

yang bersumber dari bukan negara yang 

tidak dilaporkan terjadi karena ada celah 

dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2011. Pasal tersebut 

mengamanatkan agar pengelolaan keuangan 

partai politik diaudit oleh akuntan publik 

setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara 

periodik. Hubungan antara partai politik dan 

akuntan publik adalah hubungan 

klientelisme yaitu hubungan antara partai 

politik yang membayar jasa akuntan publik. 

Hubungan ini dapat menyebabkan 

obyektifitas akuntan menjadi berkurang 

karena apabila akuntan obyektif melaporkan 

keuangan partai politik maka akuntan publik 

tersebut dapat tidak dipakai lagi untuk 

laporan keuangan partai tahun berikutnya. 

Selain itu akuntan publik kurang memiliki 

kewenangan sebesar BPK untuk mengaudit 

semua transaksi atau kejadian keuangan 

yang dilakukan oleh partai politik. Oleh 

sebab itu penulis mengusulkan untuk 

menghindari terjadinya banyak kasus 

korupsi politik maka keuangan partai politik 

diaudit secara keseluruhan oleh BPK secara 

berkala setiap 1 (satu) tahun sekali. 

Pemeriksaan oleh BPK minimal dapat 

mencegah terjadinya korupsi politik pada 

partai politik.               



Untuk meningkatkan kepatuhan 

partai politik memberikan laporan keuangan 

partai politik secara berkala maka peneliti 

divisi korupsi politik ICW, Almas Sjafrina 

menuturkan, pihaknya mendorong agar 

laporan keuangan parpol bisa menjadi syarat 

keikutsertaan Pemilu. Namun usulan 

tersebut masih sulit untuk diwujudkan. Jadi 

masuk ke dalam Undang-Undang Pemilu. 

Tapi masih sulit untuk ke arah itu. 

Pengelolaan keuangan dalam suatu 

lembaga/organisasi dalam hal ini partai 

politik sebagai suatu lembaga publik 

merupakan suatu hal yang sensitif. Apalagi 

jika uang yang mereka gunakan adalah uang 

rakyat, maka rakyat patut untuk mengetahui 

kemana saja aliran dana tersebut. Prinsip 

pokok keuangan partai politik adalah 

akuntabilitas dan transparansi. Prinsip 

transparansi mengharuskan partai politik 

bersikap terbuka terhadap semua proses 

pengelolaan keuangan partai politik. 

Sejumlah kewajiban harus dilakukan partai 

politik, seperti membuka daftar penyumbang 

dan membuat laporan keuangan secara rutin, 

yang mencatat semua pendapatan dan 

belanja partai politik sepanjang tahun. 

Tujuan membuka daftar penyumbang dan 

laporan keuangan kepada publik adalah 

untuk menguji prinsip akuntabilitas, yaitu 

memastikan tanggungjawab partai politik 

dalam proses menerima dan membelanjakan 

dana partai politik itu rasional, sesuai etika 

dan tidak melanggar peraturan.  

Mengenai peruntukan bantuan 

keuangan partai politik dijelaskan dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang termuat 

dalam Pasal 36 bahwasanya sumber 

keuangan sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 34 merupakan pendapatan yang 

dapat digunakan untuk pengeluaran dalam 

pelaksanaan program, mencakup pendidikan 

politik, dan operasional sekretaiat partai 

politik. Hal ini kemudian di diperjelas 

didalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik, yang termuat dalam 

pasal 9 menyatakan bahwa bantuan 

keuangan kepada partai politik 

diprioritaskan untuk melaksanakan 

pendidikan politik bagi anggota partai 

politik dan masyarakat dan bantuan 

keuangan partai politik juga digunakan 

untuk operasional sekretariat partai politik. 

Lebih khusus lagi pada Pasal 11 

Peraturan Walikota Parepare No.17 Tahun 

2020, disebutkan bahwa ; 



1. Bantuan keuangan kepada partai 

politik diprioritaskan untuk 

melaksanakan Pendidikan politik 

bagi anggota partai politik dan 

masyarakat. 

2. Bantuan keuangan kepada partai 

politi dapat digunakan untuk 

operasional sekretariat partai politik. 

3. Bentuk kegiatan Pendidikan politik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

antara lain : 

a. Seminar; 

b. Lokakarya; 

c. Dialog interaktif; 

d. Sarasehan; 

e. Workshop; dan 

f. Kegiatan pertemuan partai politik 

lainnya sesuai dengan tugas dan 

fungsi partai politik. 

4. Jenis pengeluaran kegiatan 

pendidikan politik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Pembayaran honorarium; 

b. Pembayaran transport kegiatan; 

c. Akomodasi dan konsumsi; dan 

d. Pengadaan perlengkapan peserta 

kegiatan. 

Untuk dapat mengetahui secara rinci 

data penggunaan bantuan keuangan yang 

bersumber dari APBD Kota Parepare 

tersebut, kita mesti membuka laporan 

pertanggungjawaban tahunan partai politik. 

Namun di Kota Parepare sendiri penulis 

mendapatkan hambatan, karena baik dari 

pihak partai politiknya maupun pihak 

pemerintah dalam hal ini Badan 

KESBANGPOL Kota Parepare dan Badan 

Keuangan Daerah Kota Parepare sama-sama 

tidak mau membuka dan menunjukkan 

laporan pertanggungjawabannya ke publik. 

Untuk Partai PDI Perjuangan Kota Parepare 

khususnya yang mendapatkan bantuan 

keuangan dari APBD, Partai PDI Perjuangan 

Kota Parepare tidak menyajikan laporan 

pertanggungjawabannya di website mereka. 

Penulis juga mengalami kesulitan untuk 

mendapatkan dokumen itu. Baik melalui 

surat maupun melalui pesan lisan kepada 

pengurus Partai PDI Perjuangan Kota 

Parepare dan pegawai Badan KESBANGOL 

dan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, 

penulis sudah berkali-kali minta salinan 

laporan keuangan partai politik, namun tidak 

ada yang memberikannya. Bahkan ketika 

penulis memperlihatkan Pasal 38 UU No.2 

Tahun 2008 yang berbunyi “Hasil 

pemeriksaan laporan pertanggungjawaban 

penerimaan dan pengeluaran keuangan 

Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37 terbuka untuk diketahui masyarakat 

“, pengurus partai politik dan pegawai 

KESBANGPOL dan BKD Kota Parepare 



dengan enteng menyatakan, “Bukan 

kewajibannya untuk menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban keuangan tersebut ke 

masyarakat”. Ini menyebabkan masyakat 

Parepare tidak dapat mengetahui secara pasti 

bantuan dari APBD yang mana berasal dari 

uang rakyat tersebut digunakan partai politik 

untuk apa. 

Pendidikan politik yang diamanatkan 

Undang-Undang No.2 Tahun 2011 yang 

diperjelas lagi dalam Peraturan Walikota 

Parepare No.17 Tahun 2020, Menurut 

penulis belum berjalan maksimal. Karena 

dari wawancara dan penelitian langsung ke 

masyarakat Kota Parepare, Peaksanaan 

kegiatan-kegiatan Pendidikan politik seperti 

seminar-seminar, lokakarya, workshop dan 

lain-lain sangat jarang atau bahkan belum 

pernah dilaksanakan. Sebaliknya, partai 

politik di Kota Parepare lebih sering 

melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat 

unjuk public seperti pemasangan iklan, 

promosi di media massa, pemasangan 

bendera, spanduk/poster, perayaan ulang 

tahun, jalan santai dan kegiatan-kegiatan 

lain yang hanya bertujuan untuk menjaga 

eksistensi partai politik di tengah masyarakat 

Kota Parepare. 

Partai politik mendapatkan bantuan dana 

hibah dari pemerintah yang bisa disebut 

dengan bantuan keuangan partai politik, 

tidak secara langsung pemerintah 

memberikan bantuan tersebut harus 

dimanfaatkan sesuai perjanjian yang 

mengatakan bahwa bantuan tersebut benar 

dimanfaatkan untuk kegiatan partai politik, 

misalnya pengadaan seminar, lokakarya, 

dialog interaktif, workshop dan biaya 

operasional kesekretariatan dan nantinya 

akan dipertanggungjawabkan kepada 

Kesbangpol dan akan di konfirmasi oleh 

pihak BPK apakah bantuan dana hibah 

tersebut sesuai perjanjian atau tidak. 

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan 

Partai PDI Perjuangan Yang Menerima 

Dana Dari APBD Kota Parepare 

Partai politik melalui calon anggota 

legislatif dan pengurus partai politik 

selalu memamfaatkan kelemahan 

Undang-Undang untuk menghindarkan 

partai politik dari praktek-praktek yang 

transparan dan akuntabel. Sanksi  

administrasi dan pembatalan keterpilihan 

calon anggota legislatif ternyata efektif  

mendorong partai politik dan calon 

anggota legislatif untuk menyampaikan 

laporan penerimaan dan pengeluaran 

dana kampanye (LPPDK) yang 

diamanatkan dalam Undang-Undang 

NO.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu dan 



Undang- Undang  NO.2 Tahun 2008 

Tentang Partai Politik.  

Namun, sanksi dalam kedua undang-

undang tersebut tidak secara tegas 

menjelaskan bahwa laporan penerimaan 

dan pengeluaran dana kampanye yang 

disusun harus benar dan layak secara 

akuntansi. Sehingga, partai politik dan 

calon anggota legislatif hanya menyusun 

laporan penerimaan dan pengeluaran 

dana kampanye seadanya dan 

mengabaikan kebenaran dan kelayakan 

laporan tersebut secara akuntansi, hal ini 

dilakukan karena tidak adanya sanksi 

yang diberikan apabila laporan 

disampaikan secara tidak benar dan 

layak.  

Oleh sebab itu, idealnya sebelum 

membenahi standarisasi laporan 

keuangan partai politik publik 

membutuhkan good will dari DPR dan 

Presiden untuk mengamandemen kedua 

Undang-undang tersebut, terutama 

berkaitan dengan sanksi terhadap 

penyampaian laporan keuangan yang 

tidak benar dan layak berdasarkan 

prinsip-prinsip akuntansi. Sehingga 

dapat mendorong transparansi dan 

akuntabilitas yang tinggi pada entitas 

akuntansi partai politik.   

Partai Politik adalah entitas akuntansi 

yang masuk pada domain lembaga 

publik.  Layaknya lembaga-lembaga 

publik lainnya di Indonesia maka partai 

politik disyaratkan untuk membuat 

laporan keuangan secara periodik yakni 

setahun sekali dan diaudit oleh auditor 

negara seperti BPK atau Kantor Akuntan 

Publik (KAP), tidak hanya pada saat 

kampanye menjelang pemilu, karena 

aktifitas partai politik tidak hanya 

berkaitan dengan kampanye namun 

aktifitas politik lainnya yang 

berhubungan dengan publik sepanjang 

tahun.  

Pedoman Penyusunan Laporan 

Penerimaan dan Pengeluaran dana 

kampanye yang dimuat di Peraturan 

KPU NO.1 Tahun 2009, yang disusun 

oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

harus direvisi, idealnya standar akuntansi 

khusus partai politik disusun oleh IAI 

dan dapat digunakan dalam jangka 

panjang tidak temporer seperti pada saat 

ini. Setidak-tidaknya laporan keuangan 

partai politik terbagi dua yakni laporan 

keuangan yang disampaikan secara 

periodik yakni setahun sekali dan 

laporan keuangan yang disajikan secara 

khusus pada saat kampanye atau disebut 



sebagai laporan keuangan kampanye. 

Sekurang-kurangnya memuat:  

1. Neraca  

2. Laporan Penerimaan dan 

Pengeluaran Dana/Aktivitas  

3. Laporan Arus Kas  

4. Laporan Perubahan Aktiva  

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Dengan demikian muncul tuntutan 

profesionalisme yang disertai dengan 

transparansi dan akuntabiltas pada 

pengelolaan partai politik di Indonesia, 

karena partai politik tidak lagi dapat 

bermain-main dengan pengelolaan 

keuangannya.  

Tuntutan pelaporan keuangan yang 

layak dan benar serta harus disampaikan 

setiap tahunnya, lengkap dengan sanksi 

yang tegas apabila tidak menyampaikan 

laporan dengan benar dan layak secara 

akuntansi akan mendorong partai politik 

menjadi lebih transparan dan akuntabel. 

Menurut penulis telah sangat jelas 

pada UU No. 2 Tahun 2008 jo UU No 2 

Tahun 2011 mewajibkan partai politik 

menyampaikan laporan pertanggung-

jawaban penggunaan bantuan dan bisa 

diakses publik. Namun kenyataannya di 

daerah penelitian yakni Kota Parepare, 

banyak partai politik tidak membuat 

laporan pertanggung-jawaban prinsip 

transparansi dan akuntabilitas 

penggunaan dana bantuan keuangan 

partai politik tidak berjalan. Dalam Pasal 

13 Peraturan Walikota Parepare No.17 

Tahun 2020 menyebutkan: 

1. Pengurus Partai Politik Tingkat Kota 

Parepare atau sebutan lain yang sah yang 

menerima bantuan keuangan, wajib 

membuat laporan pertanggungjawaban 

atas penggunaan bantuan keuangan. 

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), disampaikan kepada Walikota 

melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik dan tembusan ditujukan 

kepada Kepala Badan Keuangan Daerah 

paling lambat 1 (satu) bulan setelah 

tahun anggaran berakhir. 

3. Terhadap Pengurus Partai Politik yang 

tidak membuat laporan 

pertanggungjawaban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dapat dituntut 

dan dikenakan sanksi. 

Dari Undang–Undang dan Peraturan 

Walikota Parepare tersebut telah dijelaskan 

bahwa partai politik di Kota Parepare harus 

membuat pembukuan, memelihara daftar 

penyumbang dan jumlah sumbangan yang 



diterima, serta terbuka kepada masyarakat 

Kota Parepare. Artinya, data mengenai 

keuangan yang diterima, pengeluaran 

keuangan, dan kegiatan-kegiatan kepartaian 

dapat dengan mudah di akses oleh 

masyarakat yang mencerminkan prinsip 

transparansi 

Dari hasil penelitian langsung di 

Kota Parepare, Partai PDI Perjuangan di 

Kota Parepare sudah cukup patuh dengan 

Pasal 13 Peraturan Walikota Parepare No.17 

Tahun 2020 tersebut. Menurut Kepala 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan 

Bendahara Badan Keuangan Daerah Kota 

Parepare, Partai politik selalu menyetorkan 

laporan pertanggungjawabannya  paling 

lambat sebulan setelah tahun anggaran 

berakhir. Menurut penulis, Partai Politik di 

Kota Parepare cukup patuh dalam hal ini 

karena jika Partai Politik tidak menyetor 

laporan pertanggungjawabannya dalam 

tenggat waktu yang diberikan pemerintah, 

partai politik akan dijatuhi sanksi 

administratif.  

Partai PDI Perjuangan Kota Parepare 

selalu tepat waktu menyetor 

pertanggungjawabannya ke pemerintah 

dalam hal ini KESBANGPOL dan BKD 

Kota Parapare, Namun dalam hal 

pertanggungjawaban ke masyakat Kota 

Parepare Partai PDI Perjuangan Kota 

Parepare terkesan abai. Dari hasil penelitian 

langsung di Kota Parepare, dapat penulis 

simpulkan bahwa Partai PDI Perjuangan 

Kota Parepare menganggap bahwa apabila 

mereka telah menyetor laporan 

pertanggungjawabannya ke kantor kesatuan 

bangsa dan politik (KESBANGPOL) 

tanggung jawabnya sudah selesai. Padahal 

sudah seharusnya sebagai lembaga publik 

Partai PDI Perjuangan Kota Parepare 

mempunyai kewajiban untuk menyediakan 

media agar masyarakat mudah mengakses 

langsung laporan keuangan partai politik 

terkait laporan pertanggungjawabannya 

tersebut. 

  Tujuan laporan pertanggungjawaban 

tersebut dimaksudkan agar bantuan yang 

diberikan pemerintah Kota Parepare bisa 

tepat sasaran, tertib disiplin, transparan serta 

tidak ada lagi indikasi bantuan hanya 

digunakan untuk kepentingan ketua atau 

pengurus Partai. Laporan keuangan juga 

akan memberikan gambaran apakah Partai 

PDI Perjuangan Kota Parepare telah 

menjalankan mandat masyarakat Parepare 

yang telah memilihnya, atau apakah lebih 

dipengaruhi oleh kepentingan golongan 

tertentu. Selain itu laporan 

pertanggungjawaban keuangan yang 



transparan akan menghindari adanya 

pemakaian fasilitas publik untuk 

kepentingan partai politik tertentu, karena 

laporan keuangan seperti ini seharusnya 

memisahkan dan merinci setiap dana yang 

digunakan dan setiap fasilitas yang 

diperoleh. 

Sanksi Kepada Partai Politik Yang 

Terlambat Dan Tidak Menyampaikan 

Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan  Yang 

Bersumber Dari APBD di Kota Parepare 

Partai politik yang tidak memberikan 

laporan pertanggungjawaban Keuangan dan 

partai politik yang terlambat dalam 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

keuangan akan dikenakan sanksi yang tegas. 

Didalam Undang- Undang partai politik 

sudah diatur mengenai sanksi bagi partai 

politik yang tidak membuat laporan 

pertanggungjawaban keuangannya. Hal 

tersebut tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

tahun 2011 yang termuat dalam Pasal 47 

ayat (3) menyatakan pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 13 huruf I dikenai sanksi administratif 

berupa penghentian bantuan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sampai 

laporan diterima oleh Pemerintah dalam 

tahun anggaran berkenan.   

Selain itu dijelaskan juga dalam 

Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2018 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2009 

Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 

Politik menyatakan “Bagi Partai Politik yang 

melanggar ketentuan melewati batas waktu 

atau tidak menyerahkan laporan 

pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 13 dikenai sanksi administratif 

berupa tidak diberikan bantuan keuangan 

APBN/APBD pada tahun anggaran 

berkenaan sampai laporan 

pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.  

Hal tersebut diperjelas lagi dalam 

Permendagri Nomor 36 tahun 2018 Tentang 

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

dalam APBD, dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik yang terdapat dalam 

pasal 33 ayat (1) menyatakan bagi partai 

politik yang melanggar ketentuan melewati 

batas waktu atau tidak menyerahkan laporan 

pertanggungjawaban kepada Badan 

Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32 dikenakan sanksi 



administratif berupa tidak diberikan bantuan 

keuangan APBN atau APBD pada tahun 

anggaran berkenan sampai laporan 

pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.   

Lebih khusus lagi dalam Pasal 14 

Peraturan Walikota Parepare  No.17 Tahun 

2020, menyebutkan :Partai politik yang 

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 13 dikenakan sanksi 

administrasif berupa tidak diberikan bantuan 

keuangan dari APBD  pada tahun anggaran  

berjalan sampai laporan 

pertanggungjawaban dimaksud diterima oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

Namun berdasarkan penelitian 

langsung ke Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik dan Badan Keuangan Daerah Kota 

Parepare, belum pernah ada partai politik di 

Kota Parepare termasuk Partai PDI 

Perjuangan Kota Parepare yang dijatuhi 

sanksi administratif sesuai undang-undang 

yang berlaku. Ini terjadi karena partai politik 

di Kota Parepare cukup patuh dan selalu 

menyetorkan laporan 

pertanggungjawabannya sebelum melewati 

tenggat waktu yang diberikan pemerintah. 

Menurut penulis, ini menunujukkan bahwa 

di Kota Parepare sanksi administratif itu 

sendiri cukup berhasil memberikan 

ketakutan dan kepatuhan tersendiri kepada 

partai politik khususnya Partai PDI 

Perjuangan Kota Parepare untuk segera 

menyetorkan laporan 

pertanggungjawabannya paling lambat 1 

(satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir 

tetapi sanksi tersebut tak implementasikan 

kepada keterbukaan laporan keuangan partai 

politik. 

Mengenai mekanisme sanksi 

memang Undang-Undang No 2 tahun 2011 

telah mengatur mengenai sanksi yang 

terdapat dalam dalam Pasal 47 ayat (1) 

sampai ayat (5) yang berbunyi :  

a. Pelanggaran terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), 

dan Pasal 40 ayat (1) dikenai 

sanksi administratif berupa 

penolakan pendaftaran Partai 

Politik sebagai badan hukum 

oleh Kementerian.  

b. Pelanggaran terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 huruf h dikenai sanksi 

administratif berupa teguran 

oleh Pemerintah.  

c. Pelanggaran terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam 



Pasal 13 huruf i dikenai sanksi 

administratif berupa penghentian 

bantuan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara/Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

sampai laporan diterima oleh 

Pemerintah dalam tahun 

anggaran berkenaan.  

d. Pelanggaran terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 huruf j dikenai sanksi 

administratif berupa teguran 

oleh Komisi Pemilihan Umum. 

(5) Pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 ayat 

(3) huruf e dikenai sanksi 

administratif yang ditetapkan 

oleh badan/lembaga yang 

bertugas untuk menjaga 

kehormatan dan martabat Partai 

Politik beserta anggotanya.   

Pasal tersebut hanya diberlakukan 

bagi parpol yang tidak membuat  dan 

mempublikasikan laporan tahunan mengenai 

sumber keuangan yang berasal dari 

APBN/APBD. Seharusnya harus diatur juga 

mengenai sanksi mengenai partai politik 

yang melanggar dalam hal tidak membuat 

dan tidak mempublikasikan laporan tahunan 

mengenai dana yang bukan berasal dari 

APBN/APBD karena Undang-Undang No 2 

tahun 2011 belum mengatur hal tersebut. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut : 

1. Penerapan Prinsip Transparansi Partai 

PDI Perjuangan Kota Parepare, Penulis 

menemukan bahwa Partai PDI 

Perjuangan Kota Parepare belum 

menerapkan dan menjalankan prinsip 

transparansi dengan baik. Hal tersebut 

dapat dilihat dari Partai PDI Perjuangan 

Kota Parepare belum mencantumkan 

laporan pertanggungjawaban keuangan 

yang didapatnya dari APBD di media 

cetak maupun media elektronik. 

Sehingga masyarakat kesusahan dalam 

mengakses atau mendapatkan data 

mengenai keuangan partai politik 

tersebut. Partai PDI Perjuangan Kota 

Parepare dalam melakukan seluruh 

agenda kegiatan maupun pembukuan 

terhadap keuangan mereka haruslah 

mengedepankan keterbukaan informasi 

terhadap masyarakat Kota Parepare tapi 

pada realitanya Partai PDI Perjuangan 



Kota Parepare belum menerapkan 

prinsip Transparansi tersebut.  

2. Pertanggungjawaban pengelolaan 

Penggunaan bantuan keuangan Partai 

PDI Perjuangan Kota Parepare yang 

didapatnya dari APBD di Kota Parepare 

belum berjalan cukup baik. Hal ini 

dibuktikan dengan bantuan keuangan 

yang belum digunakan sebagaimana 

peruntukannya seperti pembinaan kader, 

pendidikan politik dan sosialisasi 

Politik. Bantuan dana Partai PDI 

Perjuangan Kota Parepare malah 

banyak digunakan untuk kegiatan-

kegiatan yang bersifat unjuk publik 

yang hanya bertujuan untuk menjaga 

eksistensi Partai PDI Perjuangan Kota 

Parepare di tengah masyarakat Kota 

Parepare.Perjuangan Kota Parepare di 

tengah masyarakat Kota Parepare. 

SARAN 

Berdasarkan hasil Kesimpulan 

peneliti ada beberapa saran dari penulis 

sebagai berikut ; 

1. Undang-Undang No.2 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No.2 Tahun 2008 tentang 

Partai Politik dan Peraturan Walikota 

Parepare No.17 Tahun 2020 yang 

sedikit longgar mengenai sanksi 

kepada partai politik, Olehnya itu 

penulis memberi saran, pemerintah 

mengganti atau mengubah dengan 

peraturan baru yang mengaitkan 

pencairan dana bantuan dari APBD 

Kota Parepare dengan kewajiban 

seluruh partai politik pada umumnya 

dan Partai PDI Perjuangan pada 

khususnya membuka laporan 

pertanggung jawabannya ke 

masyarakat luas. Artinya terjadi 

penegasan sanksi di peraturan baru 

ini, dimana partai politik yang tidak 

membuka laporan pertanggung 

jawabannya ke masyarakat, bisa 

dikenakan sanksi tidak dicairkan 

dana bantuannya pada tahun 

anggaran yang sedang berjalan dan 

tahun anggaran tahun berikutnya. 

2. Peran Peran BPK RI dalam 

memeriksa pengelolaan penggunaan 

dana partai politik di Kota Parepare 

dirasa penting karena pemerintahan 

yang bersih, transparan diawali dari 

partai politik yang juga bersih. 

Namun, perlu disadari bahwa yang 

lebih mempunyai kewajiban untuk 

mewujudkan pengelolaan pengunaan 

keuangan partai politik yang tepat 

sasaran adalah partai politik itu 



sendiri. Oleh karena itu, penulis 

menyarankan keterbatasan 

pengetahuan pengurus partai politik 

di Kota Parepare dalam hal 

penggunaan keuangan tersebut masih 

perlu ditingkatkan. Penulis 

menyarankan agar pengurus partai 

politik perlu diberikan edukasi dan 

pelatihan berkala agar mempunyai 

pemahaman yang memadai tentang 

bagaimana penggunaan dana partai 

politik yang baik, khususnya dalam 

pengelolaan dana bantuan keuangan 

yang didapat dari APBD yang mana 

berasal dari uang masyarakat Kota 

Parepare. 
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